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 Badan Penehtian dan Rengembangan Propinsi Jawa
-Tengah, merencanakan akan melaksanakan Kajian Strategi Bidang
Hak Kekayaan Intelakiual dengan tema “Pengembangan Model
Pengelolaan HaK! di Jawa Tengah® Sehubungan dengan ha!
tersebut dengan hormat kami mengharap kesediannya untuk menjadi
" pernbicara dengan toptk Model Pengelolaan HaKi df Perguruan
Tinggl, khususnya di Jawa Tengah Sedang topik yang akan
disampaikan pembicara lain adalah Kebijakan Pemerintah dalam
‘Mendorong Pengembangan HaK! dalam FEra Otonomi Daerah'
Praktek Penerapan Teknoiogl Tepat Guna dalam rangka
Pengembangan HaKl - e -

oo Peiaksanaan Kajian _Strategis direncaﬁakan akan
diselenggarakan pada : ' :

Harl/ Tanggal  : Selasa, 29 Juli 2003

Jam . 08.30 WIB ~13.30 wig

Tempat : Ruang Pertemuan Balitbang Propmsn
Jawa Tengah
Jalan imam Bonjol No 190 Semarang

Diharap bantuannya makalah sudah dapat kami tenma‘___
pada tahggal 26 Jull 2003 ~guna dugandakan sesuai dengan
kebutuhan,

Demikian atas perhatian dan bantuannya, kami ucapkan terirha
kasih. : : :
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Tanggal 29 Juli 2003
JAM ACARA. PEMBICARA KETERANGAN .
08.00-- C8.30. | Pendaftaran Peserta - k
108.30-09.00 * | Pembukaan - Kepala Balitbang Propinsi o
— . _| Jawa Tengah _ - ]
08.00- 08.30 | Keynote spesch Direktur Jendral MKI '
- ‘ Kebijakan Pemerintah Dep Kehakiman dan HAM
dalam Mendorong Rl ' '
Pengembangan HKI
dalam era Otonomi _
' 1 Daerah". .
00.30-10.00 | Praktek Penerapan MedyP Sargo SH, MM :
Teknologi Tepat Guna -~ | Kepala Pengeldla Unit HKI
- oleh BPPT dalam rangka | BPPT
: Pengembangan HKI". R N
10.00 - 10.30 | Model Pengelolaan HKi di | L. Tukan Leonard, SH,MA
: - Psrguruan Tinggl, Ketua Kiinik HKI Fakultas
khususnya di Jawa Hukum
;engah UNDIP o,
10.30-11.00 _Pelaksanaan, Kapala Dinas Perindustrian T
P | permasalahan dan Upaya | dan Perdagangan Propinsi
perolehan HK! di Jawa Jewa Tengah
Tengah . SR

11,00 - 13,30

Tanya Jawab / digkusi |




- STRATEGI PENGEMBANGAN HKI JAWA TENGAH:
PENGEMBANGAN DAN PENGUATAN HKI
ATAS HASIL KARYA PENELITIAN
PERGURUAN TINGGI*

L. TUKAN LEONARD, SH, MA*

PENDAHULUAN - o

Tugas dari sebuah Perguruan Tinggi kiranya sudah jelas yaitu untuk melaksanakan
mandat dari negara; penyclehggaraan suatit pendidikan, pelaksanaan suatu penelitian dan
terakhir, suatu pen;,abdian kcmda masyarakat. Ketiga tugas ini I.éiimnya lcbih dikcnall
sebagai “TRL DHARMA PERGURUAN TINGGI”, Oleh karena :tu, seorang civitas
academica, khususnya mahas:swa di Imgkungan perguruan tinggi dituntut untuk selaly
- -mengembangkan diri dalam btdan;_, itmu yang diminati. Selanjutnya, untuk lebih -
memperdalam ity pengetahuan yang diminati tersebut, yang bersangkutan wajib untuk
' melakukan suatu kegiatan penclitian sebagai upﬁya pembukﬁan ;crhadap kctajama'n itriu
pengetahuan yang telah diperolehnya. Pada akhimya, apa yang telah dlperolehnya harus

dapat dxterapkan dalam wujud pengabdlan kepada- masyarakal
Dengan lengkapnya rangkaian keglatan pelaksanaan Tri Dharma Perg,uruan Tinggi
tersebut, seorang lulusan perguruan tinggi akan chanugerahl dengan sebuah gelar, sebuah
symbol bahwa yang bcrsangk,utan telah lengkap memenuhi semua persyaratan
pelaksanaan Tri Dharma Perguruan Tinggi. Selam gelar, seorang [ulusan perguruan tinggi
juga dlbekah dengan suatu ketrampilan dan kemampuan khusus dalam pengembangan
kreasi baru dan suatu pandangan dan pemahaman yang lengkap mengenal lmgkungan
masyarakat yang akan menjadl arena pengabdlannya. Dengan begitu dlharapkan k_e!garan '

perguruan tinggi akan memberikan suatu kontribusi yang nyata kepada masyarakat.

" * Naskah disnmpuikien dafim FORUM KAJTAN STRATEGT BALITBANO PROP. JAWA TENOAH-Adi w008,
* Dosen Fakultas Hokum/Ketua Klinik HKI Fakuhes Hukum Universitas Diponegoro Semarang.
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FACRRE T T

Selain dan hasil yang sudah disebiltl_can tadi, justru yahg tidak kalah penting

“adalah dihasitkannya produk penting terkeit yaitu berupa kreasi intelektual, apakah
berupa ide-ide baru yang termuat dalam karya ilmiah, buku-buku, dan hasil-hasil temuan
'~ di bidang teknologi yang dapat diterapkan dalam dunia usaha, yang semuanya diperoleh

selama _seseorang_befada'di perguruan tinggi. Semuanya itu merupakan suatu kontribusi

nyata yang dapat diberikan oleh sebuah perguruan tinggi 'kcpadé masyarakat.

- Namun hal yang terpentmg adalah bagaimana semua kacya intelektual yang

dihasilkan itu dapat dlpergunakan untuk kepentmgan dan kesejahteraan masyarakat -
'banyak. Oleh karena itu, ke depan rasanya pengelolaan yang baik atas hasil-hasil karya

intelektual dari suatu perguruan tinggi sudah mempakan"suaiu tuntutan yang perlu

mendapatkan perhatian yang serius, Pengelolaan yang baik tentu saja dilakukan melalui.

identifikasi secara tepat, perlindungan yang memadai atas hasil karya intelektual tersebut

serta penerapz_m'hasil-hasil' karya intelektual tersebut dalam dunia industri. Semuanyé itu

pada gilirannya, selain memberikan suatu kontribusi nyata bagi masyarakat luas, akan

menjamin kelangsungan dan eksistensi perguruan tinggi tersebut, khususnya pada saat_

sebuah perguruan tinggi akan rnen_;adl suati lembaga yang otonom atau scbuah Badan ) |

Hukum Milik Negara (BI-[MN) v

Namun kenyataan di lapangan banyak tetjadi hal sebahknya_ Mesklpun belum ‘

\ dxbu}.nkan dengan suatu hasil® penelitian yang akurat, namun dari pengamatan dan

pengalaman selama berkarya ‘di perguruan tinggi, kebanyakan hasﬂ-has:l ‘karya )

intelektual, balk itu hasil karya penelitian taupun penulisan 11mtah, di suatu perguruan

tinggi jarang sekali mendapatkan perhanan yang memadai, Justru banyak dlantaranya _

hanyq menjadi bahan yang sekedar dlSlmpan di gudang atau di perpustakaan. Hal ini

teqad: karena selama ini perguruan tinggi pada umumnya, dan khususnya perguruan

tinggi negeri telah terlampau merasa dimanjakan oleh Pemerintah, Segala sesuatunya

sudah dapat. terpenuhi oleh pemerintah, sehingga tidak perlu terlampau bersusah. payah



intelektual tersebut.

o,

Namun dengan adanya peraturan baru tentang otonomi kampus, terutama dengan

* akan diberlakukannya ketentuan tenfang status perguruan tinggi sebagai suatu BHMN,
“maka mau tidak mau sebuah perguruan tinggi harus mulai memikirkan dan menetapkan :

AR 1

untuk  berusaha mandiri dengan " mengoptimalkan manfagt dari hasil-hasil karya

suatu Lebuakan yang bersifat profit oriented. Dengan adanya status baru tersebut, maka |

pembmyaan aktivitas yang mandiri tentunya menjadn perhatian yang penting. -

Dalam situasi demikian, selain sumber dana yang lazim selama ini diandalkan

yaitu dari sumbangan pendidikan dan pcmbangunan'(SPP) mahasiswa. dan bantuan-
: pcmerimah maka bidang pengcloléan dan pengembangan HKI di lingkungan perguruan

tinggi mcrupakan salah satu alternatif sumber pcmbmyaan yang potensial untuk digali.
Upaya perlmdungan atas hasil-hasil karya penelitian dan penulisan 1lm1ah yang

selanjutnya - dilindungi secara hukum dan ditransfer kepada dunia usaha untuk

dikomcrsia{l\an adalah salaht satu cara untuk mendapaika'n sumber dana. Peclindungan .

 hukum atas karya penelitian khususnya suatu penelitian di bidang teknologi, yang
- selanjutnya dapat dipatenkan dan dqual kepada dunia usaha (dxkomcrsnalkan). Jclas akan

_-menjadi suatu potensi sumber keuangan. yang tidak kecil, karena melalui royaity yang

didapatkan, sebuah perguruan tinggi dapat mengembangkan kegmtan penehttan lebih
Janjut dan pada gxhrannya perguruan tinggi yang bersang,kutan akan mendapatkan suatu
penghasilan yang rutin dan tetap dari sumber royalty patennya tersebut.

Selanjutnya, perguruan tinggi dapat berperan scbaga1 suatu “technotogy transfer '

agent” atas hasil karya penelitian dan penulisan itmiah perguruan tinggi. Semua hasil
karya penelitian dan penuhsan__ iliniah yang memiliki'nilai ekon_omns dan dapat diterapkan

dalam bisnis dapat dikomersialkan. Dalam hal ini sebuah perguruan tinggi dapat

membcntuk suatu wadah khusus untuk menangani pengahhan produk temuan tadi kepada

‘dunia usaha, dan pada glhrannya perguruan tinggi akan menerima haknya berupa royalty: -

atas produk teknologi yang telah ditransfer ke dunia uszha tersebut.



| PERMASALAHAN -+ |
| Persoalan pokok yang dzhadapi sekarang adalah - masih lemahnya kesadaran -
‘hukum HKI serta rendahnya kegglgaran akan arti pentingnya HKI, baik _di kalangan
masyarakat luas, maupun di kalangan perguruan tinggi. Hal inilah yang dikleim sebagai
penyebab kurangnya perhatlan akan hasﬂ-hasﬂ karya intelektual di perguruan tmggl
sebagarmana telah dipaparkan diatas. ' _ |
_ Banyak hal bisa dituding sebagai penyebab lemahnya kcsadaran hukum HKI,
khﬁsusnya di kalangan perguruan tinggi. Di tingkat nasional, selain karena perangkat
peraturan yang mcﬁjadi dasar keberadaan suatu bidahg HKI baru sepenuhnya lengkap
tersedn menjelang akhir tahun 2000 yang lalu: Itupun karena terdesak oleh ketentuan
Internasional di bldang HKI itu sendiri, Disis iain, oleh karena masih barunya perangkat
peraturan di bidang HKI, maka waktu yang dxperlukan dalam rangka sosialisasi aturan
hukumnya serta penyadaran akan pcntmgnya HKI belum cuku p memadat.

Sepertl dxketahul d1 tingkat mtemasnonal Indonesra adalah salah satu ncgara yang

telah menandastangani ketentuan “Trade Related Aspects of Intellectual Property R1 ghts
~ (TRIP's)” Agreement_ (Pe_rjanj_xan tentang-aspek‘aspek dagang, dz_m hak atas keka} asn -
intelektual) .ya_ng nierupakaﬁ bagian dari. Wotld Trade Orgﬁriisation (WTO); pada tahun
:'1994 Dengan begitu secara otomatis Indonesia mengikatkan diri dalam perjanjién -
tcrsebul dan berkewajlban untuk mematuhi dan melaksanakan ketenluan-ketentuan dari
perJathan tersebut paling lambat sejak 1 Januari tahun 2000 yang 1alu o
~ Bahkan sebelum: 1tupun sudah dikenal - beberapa Konvcnm mtemasnonal yang 3
'pokolx yang berkaitan dcngan HKI1, misalnya Konvensi.Bern tahun 1886 dan Konvcnql
Hak Cipta Sedunia Tahun 1952. Kedua Konvqnsn ini berkitan dengan_ perlindungan atas

basil karya ciptaan dimana Indonesia pemah_ menjadi anggota Konvenst Bern pada zaman

_' } Ketentuan ini merupakon suatu aturan fnin atau pedoman atau kode yang pariu diperhatikan dalam perdagangan, kbususnyn yang berkaitan
dengan kepentisigan pelindungail RKL Maksuduya sdatali dalion reugke upays enengurangi distorsi dan rintangan pendagaugan infernasiousl
dengrn memperhuiiknn kebulubun sdanyy perlindungan yang efekiif dun memadai ulas IPR, Dingen dirnikiun TRIP's mengabod sdunys
kebutuhan dibuatnya suatu kerangha kerja multititen! yang mengandung prinsip-prinsip den pengaturan yang dapat mowujudkan disiplin

# dalam pcrtlagrmgan internasionnl lmztnmn dalam rangkn mencegnh dan mmnggulangi pmlngnngan borang-borong palsh. Lihot: Sunnndnr
Taryaou, 1991:’1994 hat 17 .



o Ja}ahan Belanda tahun 1931, dan sctelah merdeka, yakni tahun 1958 Indonesia secara
 resmi telah mengundurkan diri sebagai anggota. Scdangkan terhadap Konvenm Hak Cipta
" Sedunia, Indonesra belum pernah m2njadi anggota’. _

Selain itu, World- Intellectual Property Orgamzatlon (WIPO) Badan HKI dunia
(didirikan tanggaf 14 Juli 1967 di Stockholm), yang Lemudian pada tahun 1974 resmi
menjadi badan khusus PBB’, juga telah meng,akomod:r beberapa Konvensi yang berkaitan
dengan HKI, vaitu Konvensi Paris yéng beckaitan dengan “Industrial Property Riglts” |

- lahun 1883 dan Konversi Bc_:fn 1886 yang berkaitan dengén “Protection of Lilerécy and

_ Artistic Works” dan keduanya tefah direvisi, terakhir ljada tahun 1979%, Indonesia yang
telah meratifikasi Konvensi-Konvensi yang dinaungi WIPO, pada kenyataannya sampai -
saat ini belum lagi mcnﬁnda-tangani K_bnvcnsi Bern. Namun karena dengan telah

| menanda-tangani -TR_IP’s yang mengharuskan minimal telah meratifikasi pasal 1-12 o
Konvensi Bern, maka mau tidak mau Indonesialharus tunduk kepada Konvensi Bem-
'.terscbut " |

oebagal Wu_jud ketaatan terhadap ketentuan internasional yang telah dltanda~
tanganinya itu ialah dengan diambilnya langkah-langkah konkrit dalam pembénahan |
kondisi intern ataé' HKI tersebut. Yang jelas ialah pada tahun 2000 yang lalu Pemerimah N
telah berhasil mengesahkan 3 undang-undang baru di bidang HKI ymtu UU. No. 30 31
dan 32, masmg,—masm;, tentang Rahasia Dagang (Trade Secret), Desain Industn '
(Industrial Design) dan Tata Letak Sirkit Terpadu (Integrated Cirkuit Lay Out.De_sngn).

- Selain r.nembuat'yang baru, Pemerintah juga telah -melak_ukan revisi dan penyesuaian '
terhédap produk UU HKI yang telah ada yaitu dengan mengesahkan UU No 14 Tahun
2001 sebagai pengganti UU No.13 Tahun 1997 tentang Paten dan UU.No.15 Tahun 2001
sebagai pengganti UU No.14 Tahun 1997 tentang Mérek, sementara UU di bidang Hak

2y Poid hal 13
Y bid. hal. 15-16
*) Loc.cit
3 Loc.cit



- Cipta baru diselesaikan pembahasan dan ditetapkan sebagai UU pada tahun 2002 ”yang
lalu dengan UU No. 19 Tahun 2002 pengganti- UU Hak Clpta yang lama, UU. No.12
Tahun 1997, | .
' Dibuatnya -berbagai,perangkat UU' di bidang HKI termasuk .upaya ‘merevisi
peraturan perundang-undangan HKI yang sudah ada, pada dasamya memiliki arti ganda.
Di satu sisi dimaksudkan untuk 'men_ne'nuhi tuntutan TRIP's, disisi lain adalah untuk
semakin melengkapi p‘euingkat peraturan di bidang HKI dalam negeri dan diharapkan
padé -gilirannya akan membuat. mésyarakat kita semakin menyadari manfaal dan
pentingnya HK1 itu dalam bisnis. | ' | ,
_ Berdasarkan paparan diatas, permasalahan konkrit yang dlhadapl saat ini adalah
sbb: '
.o Kesadaran HK! di kalangan pefguruan tinggi masih'sangat rendah atau
kurang; |
s Akibatnya, banyaknya karya intelektual di perguruan tmgg: belum
mendapatkan perhattan yang memadai, _
- Upaya perlmdungan karya intelektual di perguruan tinggi betum mendapat '
' tempat yang memadai; ' | | |
* - Belum dipahaminya nilai ekonomls dari suatu hasil karya mtclektual di.
perguruan iinggi,
. ._0pt1mahsas1 manfaat hasil-hasil karya intelektual perguruan tinggi,
khususnya di bidang tekniologi masih kurang; .
e Belum ada kebijakan nasional atau regional yang tepat dalam ran;,ka
pengembangan HKI di linggkungan perguruan tingg; _
+ Belum adanya kondisi yang kondusif untuk terjadinya kerjasama yang erat
antara perguruan {inggi dan dunia'usaha '

PENGL“LOLAAN HKI DI UNI VERSITAS _

Seperti tclah dipaparkan diatas, HKI dewasa ini terny:ua tidak lagr hanya menjadi
isu nasional, sebahknya telal menjadi isu mtcmaswnal terutama -dalam kaitan dcn;,an
masalah perdagangan dan hubungan.antar bangsa. Pentingnya masalah HKI demikian



telah menyebabkan beberapa universitas yang berskala internasional ménanm'ﬁerhaﬁan
yang khusus dalam hal pengerﬁbangan .dan pengelolaan HKI dj lingkungan Universitas.
-Hal itu dilakukan melalui penanganan yang lebih memadai atas has:l-hasﬁ karya |
penelitiannya, ' -
Suministrado, mlsalnya mcmbenkan contoh bahwa pcmcnntah di bebcrapa negara
seperti Amerika Serikat,dan Jepang telah mendukung aktivitas perguruan. tinggi dalam
pengelolaan HKI dengan menerbitkan seperangkat peraturan yang merahgsat{g proses
kreativitas para peneliti di perguruan tinggt dan. mcmperkuét mekanisme hukurn untuk
lebih ﬁ]enjamir! kcsuk_éesan bishis dari suatu proﬁes alih teknologi yang terjadi antara
perguruan tinggi dan dunia usaha. Hal menarik adalah dehgan dibuatnya peraturan patén
yang semakin memperhankan kepentmgan-kepentmgan pengusah&—-—Umvemtas atas
karyawan = staf akademiknya® ' :
Menengok kepada peraturan HKI kita, tarnpal».nya sudah. cukup terakomodasi
kepentingan universitas dan staff akademlknya. Dengan berprinsip bahwa staf akademik
adalah karyawan dari sebuah perusahaan .yang namanya universitas, 1haka hasil temuan
yang ditakukan dalam dinas, menurut ketehtuan’, ‘perusahaan (bacanmiversitas) adalah |
pemegang hak atas temuan tersebut, sedangkan penemunya adalah tetap pada
‘karyawannya (baca staff akademik) o
Pasal 12 ayat (1) UU No. 14 Tahun 2001 tentang patcn dikatakan: ‘Plhak yang.
berhak . memperoleh paten atau suatu invensi yang dihasilkan dalam hubungan kerja
adalah pihak yang memberikan pekerjaan tersebut, kecuali diperjanjikan fain™ Sedangkan
ayat {2) menyebutkan: * Ketentuan sebagaimana _dirriaksudkan dalam ayat (1) juga
berlaku terhadap “in've'ns'i yang dihasilkan baik oleh karyawan maupun pekerja yang

menggunakan data dan/atau sarana yany tersedia dalam pekerjaannya sekalipun perjanjian
tersebut tidak mengharuskanntya untuk menghasilkan invensi”. Selanjutnya ayat (3): “
Inventor sebagaimana dimaksudkan dalam ayat (1) dan (") berhak mendapatkan imbaian
yang layak -dengan mempcrhanl\an manfaat ckonomi yang diperoleh dari mvenmf ‘
terscbut™.

Y Swminic 1rmlo Delitn C., 2002, fryelleciual Prop :
Community, Asia Pasific lndustnul Peoperty Center, 1, Nn 5




Olch Karena itu dalam kaitan dengan komersialisasi dari tcmuah tersebut,
kepentingan pengusaha dan karyawan adalah sama yang tentunya . akan diatur dalam
bentuk suatu perjanjian bila hasil temuan itu dijual kepada dunia usaha. Dengan'
komersialisasi tentunya yang didapat adalah royalty atas HKI tersebut. Bagaimana pola
pembeighn royalty tentunya Sang'{t tergantung pgda kescpakatan kedua belah pih_ak yaiiu
antara pengusaha dan Lar}awannya _
| Namun demikian pasal 12 ayat (4) UU No.14 Tahun 2001 telah mcnggarlskan
beberapa patokan yaitu bahwa imbalan terhadap penemu dapat dibayarkan a) dalam -
jumlah tertentu dan sekaligus; b) persentase; ¢) gabungan antara Jumlah tertentu dan
sekaligus dengan hadiah atau bonus; d) gabungan antara persentase dan hadiah atau
bonus, atau: ¢) bentuk lain yang. disepakati para pihak. Dengan dem1k_1an jelas bahwa
bagaimana pola pembagian kepéntingan adalah sangat tergantung pada kesepakatan para
pihak. Bila ternyata ‘tidak tercapal kesepakatan barulah Pcngadllan Niaga ‘menjadi

' penentu turakhlr (ayat 5)

TE CH;‘\«OI,OG Y LICENSING ORGANIZATION :
Berdasarkan yang dikemukakan diatas, tampak bahwa. keberadaan dan peran dari
sebuah Techno]ogy Licensing Orgamzanon (TLO) di lingkungan universitas menjadi -
bdpitu penting. Selagi perusahaan sibuk melakukan penelitian - dan pengembangan
teknologi, maka lembaga ini akan berfungsi sebagai Commercial Agent yang mengurus
pengalihan teknologi temuan perusahaan ke‘padé dunia usaha yang membutuhkan,
~ TLO adalah sebuah badan atau lembaga yang ‘mencari perlindungan paten atas
hasil karya para peneliti univers'itas dan melakukan negosiasi dan mengurus perjanjian
untuk lisensi dengan perusahaan-perusahaan yang berminat memanfahtkannya' Oleh
karenanya ia menjadi satu badan khusus dalam universilas. Dewnsa ini lembaga ini telah -
muncul banyak di universitas terkemuka di Jepang, dan justru ia menawarkan suatu jatan
baru untuk merubah temuan penelitian menjadi paten, memperkuat kerjasama usaha

antara umvemtas dengan duma usaha dan se!anjumya mendorong dinamisasi ekonom:
_‘ universitas * :

) TLO merupakan Lembaga yang sudah cukup dikenal di banyak Negara Eropa dan Amerika, dan beroeran di )
lingkungan Universitas sebagai lembaga yang mengatur pengatihan HKI di lingkungan perguruan unggt :
¥} Cover Story, 200I Universities Horness Intellectual Propersy Rights, Focus Jnmn hai 3




Di Amerika Serikat, lembaga ini telah eksis di Universitas sejak tahun 1980°an
yang diawali dengan dikeluarkannya “The Bayh-Dole Act, yang bertaku effektif tahun
1981. Ketentuan ini menegaskan bahwa HKI yang diperoleh dari hasil penelitian yang
dibiayai pemerintah menjadi milik lembaga/universitas, dan bukan menjadi milik
pemerintah. Dengan begitu ia menempatkan'u'nivers'itas dalam posisi yang kuat untuk -
melakukan fisensi atas temuan tersebuit kepada pihak dunia usaha yang memerlukan, dan

selanjutnya mendistribusikan royﬁltynya kcpada penchtl TLO dan pcnoemban“an
progrant’.

‘Kehadiran lembaga ini sebeffarnya dilatar-belakangi oleh pengalaman di banyzk
Uniw.rsitas di Eropa (misalnya Perancis, dan Jermarf) dimana kehadiran m,buah‘
| peraturan tentang TLO justru te]ah mendorong transf‘ormasn umvers:tas ‘dari suatu |
lembaga pend;dlkan dengan gaya lama menjadi sebuah fasﬂltas penchnan yang modern'®,
.Selam itu karena Pemerintah menyadari bahwa gairah ekonomi dunia usaha sebenarnya

saﬁgat didorong oleh hasil pe'riel'itian universitas.

PERAN PEMERINTAH . :

Di Indonesia, perhatian pemerintah ini juga semakin thmpak..Set_iap tahun
Pemerintah melalui Kementrian Riset dan Teknologi | menyediakan dana untuk
mengembangan HKI di universitas. Mi salnya, melalui program “Oleh Paten, Temu Bisnis,
dan lain-lain”. Melalui kebijakan' “OLEH PATEN™, misalnya, seorang peneliti dibantu _'
- dalam 'segi pembiayaannya untuk ‘llnendapatkan perlindungan patennya melalui reg',is_trasi'
patén untuk mendapatkan hak patennya. Sedangkan, dalam ‘program “TEMU BISNIS”, |
yang dibantu adalah pemblayaan dalam rangl-.a sosialisasi HKI kepada peng,usaha dalam .
kelompok kecil sehmg;,a mereka tertarik untuk mendaﬂarkan HKInya.

Memang sampai saat ini belum ada dukungan dari segi pénetapan aturan

sebagaimana yang terjadi di AS, J epang atau di Negera- Negara Barat lainnya. Kebijakan

)lbldhnl-l _ o Co .
") Loccit o B
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pemc'rintahl masih hanya sebatas '__'pada. pendaanaan untuk peflinduhgan HKI melalui
| registrasi. Sedangkan pengéturan' yang mengatur tentéﬁg_.fkepémilikan HKJ serta
bagaimana pelaksanaan komersialisasi. dari HKI justru belum tercakup. Namun !
setidaknya dengan pengalaman. yhng telah ada di negnra~ncgara lain ity, -kebcradaan_ ‘-
sebuah TLO di lingkungan Perguman 'I‘mgg1 di Indones;a bukan sekedar sebuah mimpi’
lagi.  Sebagai sebuah a!tcmauf qumbcr pemb:ayaan yang nyata tentunya TLO akan
'mendapatkan tempat di kalangan perguruan tinggi di Indonesn&
_ ~ Untuk hal ini, kita dapat belajar banyak dari pengalaman Jepang. Bahkan lerhllung |
“sejak tehun 2002 pemerintah Jepang telah mengembangkan suatu kebijakan di bidang

pengembangan - FKI. Hal f)cnama Iyang dilakukan adalah dengan mendirikan “The._ -

Strategic Council on Intellectual Propcny““ pada bulan Februari 2002 yang lalu. Wadah
ini térdiri- dari beherapa menteri terkait, dan parﬁ e*cpért di bidaﬁg’ HKI Dewan ini berada
langsung dj bawah Perdana Mentcrl dan unluk pertama kah dJketuaJ oleh Hiroyuki Abe,
Presiden Umversxtas Tohoku |
Dibentuknya badan ini adalah sebagat suatu upaya mengatasi problem yang
sedang dihadapi Jcpang saat ini yaitu pcrtama,.karcna semakin mclcmahnya daya saing .
produk-produk Jepang di pasat internasional, Kedua, karena di'pahdang perlu ﬁmuk
" dikembangknnya suatu siklus kreasi intelektual'?, Dengan begitu, kehadiran lembaga ini
-diharapkan mampu menguatkan daya sﬁing produk di pasar internasional dan sebaga'i.
ajang revnalusam ekonom1 Jepang yang lesw. Sasarannya adalah pengembangan produi. _
Jepang yang d ldukung oleh HKI yang memadal
Melalui pembenhlkan badan ini Iepang berupaya unmk mencnptakan suatu
“l'ntelektuai Property based-Nation”, yang berarti “activation of the economy and society-

by increasing the added value of products and services through mtellectual propertv““

"1 The Strategic Councit of Intellectual Property, vaitu sebuah Badan khusus bldang HKI yang sengaja didirikan
guna menetapkan kebijakan pengembangan HKI di ] epang.
‘j ) IPIC of JU, National Plan for Intellectnal Property, in 1P Community. No. 6, February 2003, hal2 -
3
) Loc.cit

PO AR NDE



- (pengaktifan gerak pertumbuhan ekonomi dan masyarakat melalui peningkatan nilaj
tambah atas produk dan jasa melalui HKI). Target dari kebijakan ini adalah realisasi
kebijakan Intellectual Property based- Natlon” yaltu menjadlkan Jepang sebagai satu
Negan 1K1 utama diantara berbagm Negara di duma Pilar- pllar yang dianggap penting
untuk mendukung terealisasinya kc_ebgakan itu adalah dengan menerapkan ukuran-ukuran
yang komprehénsiva yang bérkéitan dengan karya-kar)fa intelektual, yaitu 'pcnciptaan
perlindungan, pemanfaatan karya mtelektual serta pengembangan sumber daya manusia -
yang terkait dengan HK1 ‘5 _ _

" Dalam hal ini dukungan peraturan di bidang HKI fnenjadj tuntutan dasar.
Peraturan dasar itu diharapkan memuat ketentuan tentang penetapan kcbuakan
pengcmbangan siklus kreasi intelektual, pcndman suatu Pusat Strategis di bidang HKI1
dan penetapan suatu rencana strategls di bidang HKI yang bersifat komprehensif. Action
Plan yang konkrit adalah 6 | o | |

. Bldang Pengembangan Kma31 HKI mehputl |
- Pengembangan HKI di perguruan tmggl dan dunia usaha, _
- Menwapkan pendldlkan yang mampu mendorong lcreatmtas dan -
_ | memperkaya sumber daya manusia yang beroncmam penelitian
- & Bidang Penguatan Perlmdungan HKI, meliputi:
o - Penyeleksian yang tepat atas paten yang el\onomxs dan berkualltas
- Mendorong pelaksanaan fungsi pengadllan HKI
- - Mempertegas ukuran-ukuran bagi adanya pelanggaran ~dan
pembajakan produk~produk _
- Memngkatka-n Harmonisasi dan kerjasama internasional;
- Memperkuat perlindungan rahasia dagangnya;
- Pcriindungan yang wajar atas HK1 dalam bidang-bidahg yang baru.

"3 Ibld hal 3. Lihat ) Juga Y, Amma! Re;mr! 2002, hal 8
'} 1bid hal.2- :
1) T0id. hal. 3
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. ¢ Bidang Pengembangan Pemanfaatan HKI, meliputi:
e Mehingk_atkan technology transfer dari perguruan tinggi;
- Mengembangkan evaluasi dan pemanfaatan dari HKI

i A_J-.‘-.n
e

-~ o Bidang Pengernbéngén Sumber Daya Manusia sebagai Jandasan, meliputi: |

- Mengembangkan specialist;
- Meningkatkan kesadaran nasional mengenai HKL. _
* Berdasarkan pcmaparan diatas, kita dapat belajar banyak dari pengalaman Jepang

yaitu bagaimana pémerintah Jepang begitu concern dengan masalah HKI dalam

menghddap: dan mengalasx problem dalam negerinya, khususnya masalah kelesuan

ekonomi yang tengah dihadapinya. Pemerintah kita sudah waktunya untuk mcncntukan
suatu strategi yang jelas dalam pengembangan HKI di negen-_lm_,- khususnya di Jawa

Tengah dalam kaitan dengan pengelolaan HKI di persuruan. tinggi di wilayah Jawa

_Tengah ini. Apabila ditelaah, maka kehadiran lembaga HKI sebenarnya sudah ierdap_at di

mampu mendorong peningkatan kesadaran HKI bagi seluruh civitas academicanya.

BIDANG PENELITIAN YANG‘ POTENSIAL

Guna febih baik datam pengembangan dan pengelolaan HKI di perguruan nngg1, '

maka salah satu hal pentmg yang: perlu diketahui adalah b:dang-bndang kajian atau
penelitian mana yang memiliki potensi HKI. Kalau boleki dibilang, semusa fakultas yang

| -~ ada di suatu un_wersntas memiliki potensi HKL Namun potens1 HK1 _yang langsung dapat

pada bidang-bidang kajian yang terkait dengan teknologi.

hampir di semua perguruan tinggi ‘di Jawn Tengah. Namun eksistensinya ini belum

~ diterapkan dalam dunia usaha'dan karenanya memiliki nilai ekonomis tinggi tentunya * -

Oleh karena itu fakultas yang potcmml di bldan;, ini adalah fakuhas tekmk .

_pcnkanan/kclnutan pctmmkan dan pertanian. Bldang,-bldang, kajian pada fakultas ini

mempunyai potensi HKI yang udak kecil, dan bila dikelola dengan balk akan membenkan
manfaat vang tidak kecil kepada lembaga dan para staf penelitinya,
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Di bldang pertanian, mlsalnya dengan penelltlan tentang vanetas tanaman unggu!,
yang kemudlan dipatenkan dan dltransfer ke duma usaha, entunya akan memberikan
imbalan balik yang tidak kecil. Bc;.,nu juga dalam. bidang petcmakan babatmana'
menghamlkan suatu’jenis ternak unggul akan memberlkan manfaat besar bila hal ini
dJkomcrs:all\an dalam dunia usaha.
Baran;,kah bidang kajian yang paling potemlai untuk HKI adalah bldang tekntk.
‘Bidang tni sangat potensi uatuk pengembangan HKI dan menjadi landasan.pertumbuhan
ekonomi yang cepat. Jepang, misalnya, melalui kajian di bidang lekndlogi 'yang
berpotensi baten, justru telah 'menyebabkan Jepang, négéra yang baru ba’ngkit dari
kekalahan perang duni‘a I, tumbuh menjadi negara dengan tcknologl berbams Jepang,
tidak hanya di dalam ncgcn tapi juga di luar negeri. Karena kemajuan di bidang tcknoloy
- tersebut, menyebakan jumnlah paten yang terdafiar di Jepang pada kurun waktu tahun
l970’an adalah vang terbesar di dunia yaitu sekitar 200‘000.samp=ai 300.000, buah di
bandmg,kan dengan Amenka Senkat Inggrls dan Jerman yang hanya berjumlah sckitar
. 50.000 hmgga 100.0600 buah paten yang terdaftar."’
KESIMPULAN
Berdasarkan pemaparan diatas, dapat dlketahm bahwa peraturan yang berkaitan -
dengan HKI di Indonesia hingga saat ini telah cukup memenu}n persyaralan sebagaimana
vang ditetapkan oleh TRIP’s, Seg'_nua aspek HK1 telah dilandasi dengan aturan hukumnya.
'_Namﬁn demikian kesadaran HKI masyarakat fnasih sangat lemah. Hal tersebut
dapat fterlihat dari kurangnya perhatian terhadap hasil-hasil karya intelektual yang
dihasitkan dart suaiu p_e_rguri{a_n tinggi. Banyak karya ilmiah, dan karya-ka.q*a im.elc_:ktual.
- yaﬁg berpotensi HKI dan be'r_ﬁilai ckonomi tinggi justtu hanya nienjadi bahdn yany

tersimpan di gudang pergurun tinggi.

+

" ) Tustituse of Intelicciual Prapény, 2001, Exrerience af Japang, Tokyo Shaseki Printing COLad 1%, oditom, hal fad
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| Terhadap kondisi semacam ini, rasanya masih banyak hal yang harus dikerjakén
dalam rangka optimalisasi hasil karya intelektual di lmgkungan perguruan tlnggl Dari
bany'\k hal yang harus dilakukan itu, maka yang pertama harus dilakukan adalah

: penm;,katan kesadaran hukum dari seluruh civitas academica tenfang HKI maupun

_ -'manfaat dari HK] 1tu sendird,

Adanya - suatu kebijakan yang _]elas di bidang HKI! untuk perguruan tmggl _

-_diharapkan seluruh karya mtelektual yang ada di perguruan tinggi akan menjadi sesuatu

yang penting dan mendapalkan perhatian yang memadai, Sehmgga akan membawa akibat
bahwa karya intelektual akan menjadl satu produk yang dapat memngkatkan ekonomi

masyarakat tidak hanya masyarakat kalangan perguruan tinggi .tapt_ juga masyarakat luas,

" khususnya di dunia usaha scbaga_i_ uset dari produk tcknologi yang dihasilkan oleh

perguruan tinggi tersebut.

" REKOMENDASI

Berdasarkan pémaparan diatas, maka kebijakan suatu perguruan tinggi tentang
HKI perlu mendapatkan perhatian yang serius. Walaupun sudah ada, kebijakan seperti itu
perlu dirubah atau ditinjau kembali. Khususnya mengenai kebijakan di bidang bantuan

‘anggaran atau bantuan untuk pcngembangan HKI. Banyak karya penelitian yang memiliki

nilai HKI dan dapat dlterapkan di industri serta. memlltki nilai ekonomls tapl tidak dapat .
di komersialkan karena perhatian yang amat kecil dari kalangan perguruan tmgy.- Oleh

karena itu dalam ran;,ka otonomi kampus, kebijakan yang berkitan dengan HKI sertu

’ marketing agent dalam wujud TLO perlu mendapatkan tempat khusts dalam

_ pen;,embangan otonomi kampus tersebut,

Untuk maksud ini- pemermlah perly memlklrkan suatu peraturan khusus yang

mengatur tentang pengembangan TLO dalam rangka otonomi kampus tersebut. Hal ini

" penting agar suatu perguruan tinggi dapat memiliki landasan ‘yang pasti dalam
_ mclaksaneilgpn TLO sebagai salah satu aiternatif sumber pendanaan otonomi kampus.
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_D;Iam rangka pengembangan TLO tcrﬁebut’, khususnya untuk perguruan tinggi di
Jawa Tengah, p'e_rlu adé suatu dukungan konkrit di_bidang HKI ini .baik berupa bantuan
pénelitiatm; perlitidu'n;,an HKI "maupun bantuan i)eni,embani,an suatu jaringan kcrjasamzi
yang memadai  antara perguruan tinggi dan dunia usaha dalam rangka optimalisasi
-pemanfcatan karya-karya intelektual perg,uruan tinggi yang memiliki nilai ekonomxs dan
bisnis. _
| Selaint itu, untuk lcbih membangkitkan kesadaran mahasiswa dan seluruh
kalangan civitas akademika di sebuah perguruan tinggi, maka maia kuliah H}\I perlu
mendapat tcmpat dalam kunkulum pendidikan di seluruh fakultas yang ada. Dnharapkan
kesadaran akan oemm_g,nya HKI dalam kreasi mlelcktualnya tclah dtkembangkan sejak

ma51h dalam tahap awal pendidikan, dan setcrusnya akan d1kcmbangkan dalam tahap-

tahap selanjutnya dalam penelitian-penelitiannya.
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